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MOTTO

“Jangan Berikan Perlakuan Yang Sama Terhadap Sesuatu Yang Berbeda, Karena
Yang Berbeda Memang Tak Bisa Dipaksakan Untuk Sama, Juga Jangan Berikan
Perlakuan Yang Berbeda Terhadap Sesuatu Yang Sama, Karena Yang Sama Tak
Seharusnya Dibeda-bedakan™

LK.H. Hasyim Muzadi, ceramah islami dalam acara Damai Indonesiaku, 2012.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keadaan dimana dunia peradilan masih dapat dipengaruhi oleh
kekuasaan presiden, dimana yang demikian terjadi sejak diundangkannya
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman dan berakhir pada waktu diundangkannya
Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan - Ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman. Bahwa yang demikian itu dapat dilihat dari
keberadaan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan;
“Demi kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau
kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau
campur tangan dalam soal-soal pengadilan.” Oleh karena itu, semua
peraturan pelaksanaan mengenai peradilan administrasi juga bercorak
peradilan yang tidak bebas. Keadaan tersebut jelas merupakan
penyimpangan dari negara hukum berdasarkan Pancasila, dan
bertentangan diantaranya dengan Pasal 1 Ayat 2, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 7,
Pasal 24, dan Pasal 25 Undang — Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 19452 Pasal 1 Ayat (2) menentukan; “Kedaulatan adalah
di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan.” Pasal 5 Ayat (1) menentukan; “Presiden memegang
kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat.”

? Untuk selanjutnya dalam skripsi ini disebut UUD 1945.
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Pasal 7 menentukan; “Presiden dan Wakil Presiden memegang
jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih
kembali.” Pasal 24 Ayat (1) menentukan; “Kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman
menurut undang - undang.” Pasal 24 Ayat (2) menentukan; “Susunan dan
kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang - undang.”,
dan Pasal 25 menetukan; “Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk
diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.” Sebagai
pelaksanaan dalam Pasal 24 UUD 1945, dikeluarkanlah Undang - Undang
Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman® yang mana sampai saat ini telah mengalami dua kali
perubahan, yakni Undang — Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya Undang
— Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang -
Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman. Kekuasan kehakiman dilakukan oleh pengadilan

dalam lingkungan:

1. Peradilan Umum;
2. Peradilan Agama;
3. Peradilan militer;

4. Peradilan Tata Usaha Negara.

® Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT.Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2007, Him. 15-17.
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